A.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa perda DKI Jakarta no. 8 Tahun 2007 ini masih kurang

efektif diterapkan karena berdasarkan data dari salah satu
contoh kasus di atas yang terjadi pada tahun 2015 bahwa
pelaku pelanggar Perda tentang ketertiban umum lebih
diutamakan untuk dilakukan pembinaan oleh Satpol PP DKI
Jakarta daripada pemberian sanksi denda atau pidana
kurungan seperti yang tercantum di dalam Perda DKI tersebut
selain itu Satpol PP harus lebih rutin lagi melakukan
pengawasan diantaranya yaitu melakukan razia yang lebih rutin
dan intensitasnya dinaikkan dari seminggu tiga kali menjadi
seminggu lima kali dikarenakan wilayah DKI Jakarta yang luas,
pemeriksaan dan melakukan razia mendadak pada jam-jam
yang rawan khususnya pada dini hari, razia mendadak dapat

dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan.

. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam

menerapkan sanksi pidana terhadap pengguna jasa prostitusi
dalam hal ini Satpol PP DKI Jakarta diantaranya sulitnya untuk
menentukan Pasal yang dilanggar dikarenakan para pelaku
terkadang tidak mengaku sebagai pengguna jasa melainkan

pasangan suka sama suka,selain itu dikarenakan keterbatasan
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ruang gerak Satpol PP untuk menegakkan perda tersebut, lalu
tidak adanya peraturan tertulis untuk menjerat pelaku pengguna
jasa prostitusi menjadi penghalang terbesar para penegak

hukum untuk memproses tindak pidana tersebut

B. Saran

Perilaku buruk dalam masyarakat Indonesia yaitu penggunaan jasa
prostitusi yang terus menerus secara signifikan bertumbuh dan
berkembang akan mengakibatkan buruknya citra bangsa, demikian
dengan para penegak hukumnya yang terlihat tidak dapat berbuat apa-
apa karena terhalang oleh belum adanya aturan yang mengatur mengenai
pidana kepada para pengguna jasa prostitusi karena KUHP (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana) sampai saat ini belum mengatur secara
tegas dan jelas mengenai pengguna jasa prostitusi. Apabila tidak ada
pengaturan nasional yang mengatur maka para pengguna jasa prostitusi
akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan
mereka semata, karena pengaturan tentang pengguna jasa prostitusi
hanya tercantum di Perda semata, sementara hal tersebut bertentangan
dengan berbagai aspek norma terutama norma hukum dalam masyarakat,
apalagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara dengan
populasi muslim terbanyak yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai
ketimuran. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana, terkait

pertanggung jawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi.
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Transparansi dalam proses pemeriksaan dan pengungkapan siapa-
siapa saja pihak yang diduga terlibat sebagai pengguna jasa layanan
seksual yang dilakukan para pihak. Transparansi pencatatan nama-
nama pihak yang diduga sebagai pengguna ini perlu dilakukan
secara terbuka. Agar masyarakat dapat ikut andil dalam mengontrol
jalannya proses pemeriksaan dan sekaligus sebagai bentuk sanksi
sosial bagi mereka di hadapan keluarga dan lingkungan sosialnya.
Pelibatan media massa baik itu media cetak dan elektronik untuk ikut
dalam memberitakan dan mengontrol proses pemeriksaan dan
penetapan tersangka pengguna jasa layanan seksual. Agar
masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan berbagai
pemangku kepentingan dan pemangku jabatan terkait, dalam
berperan sebagai pemerhati dan pengawas, yang ikut memastikan
proses penegakan hukum dalam hal ini Perda, benar-benar berjalan
adil dan tidak tebang pilih sesuai dengan simbol hukum yaitu dewi
Themis.

Menjalankan langkah terobosan dengan menjadikan laki-laki
pengguna jasa prostitusi yang memanfaatkan perempuan sebagai
objek eksploitasi seksualnya, sebagai penjahat. Pada satu sisi,
langkah ini akan membuat laki-laki pengguna jasa prostitusi, berpikir
dengan sangat hati-hati sebelum berani untuk melangkah

mengkhianati keluarganya dan mempermalukan buah hatinya ketika
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pada kemudian hari mereka ditetapkan sebagai tersangka pengguna
jasa prostitusi

Pemerintah pula harus memperbaiki sarana dan pra-sarana untuk
menunjang para penegak hukum untuk menegakkan aturan dan
tidak lupa juga melakukan pendidikan secara berkala terhadap setiap
penegak hukum, agar para penegak hukum mampu untuk
memberikan pelayanan yang terbaik serta menegakkan peraturan
setinggi mungkin.

Penegak hukum diyakini harus melihat lagi Undang-Undang yang
bisa dikaitkan terhadap pemidanaan perkara yang terkait contohnya
dalam kasus ini sebenarnya para penegak hukum bisa berwenang
untuk melakukan penjeratan pelaku npengguna jasa prostitusi
dengan landasan hukum Undang-undang Darurat nomor 1 Tahun
1951 Pasal 5 ayat 3 sub b karena perkara semacam ini tidak sesuai

dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat
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